Menimbang

a.

WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG- ' ‘
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TEBING TINGGI,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 dan Petunjuk Teknis lainnya
tentang penggunaan Dana Alokasi Khusus, perlu dilakukan Perubahan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 56
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran
2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi nomor 4 Tahun 2018; :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018;



Mengingat

2

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); '

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuapgan Negal:a
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ﬁembangunan Nas?onal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Tebir}g
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3133);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayana:n
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi. Pemerinta.h
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 19);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 527 2); :

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah
Sakit Umum Daerah DR. H. Kumpulan Pane;
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Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan; ‘

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Periode 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 56 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN
2018.



1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas:

. 1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 105.579.950.493,-
b. Dana Perimbangan Rp. 547.815.047.000,-
. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. _ 50.777.430.685, -
Jumlah Pendapatan Rp. 704.172.428.178, -
2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 293.759.050.310,-

2) Belanja Bunga Rp. 1.536.864.583 -

3) Belanja Subsidi Rp. 0,-

4) Belanja Hibah Rp. 8.253.364.000,-

S) Belanja Bantuan Sosial Rp. 5.460.000.000,-

6) Belanja Bagi Hasil Rp. 0,-

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 908.596.500,-

8) Belanja Tidak Terduga Rp. 600.000.000,-

Rp.  310.517.875.303,-



b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 16.767.597.000,-
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 258.645. 186.295,-
3) Belanja Modal Rp. 204.486.006.708,-
Rp. 479.898.790.003,-
Jumlah Belanja Rp. 790.416.665.396.,-
Surplus / (Defisit) (Rp. 86.244.237.218,-)
3. Pembiayaan: '
a. Penerimaan Rp. 94.477.769.443,-
b. Pengeluaran Rp. 8.233.532.225 .- ,
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 86.244.237.218,-
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0.

Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
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Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota inij dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 16 April 2018

WALI KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN
Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 16 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAP
BERITQ DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sestiai dengan aslinya
A.;:}Kepal gian\Hukum
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NOMOR

ORATAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKON
URUT SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN (Rp) %
i 2 3 4 5=4-3 6 7
6.2.3.03.01 _ Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada PT. Bank 3.416.666.668,00 3.416.666.668,00 0,00 0,00
Sumut
PEMBIAYAAN NETTO 86.244.237.218,00 86.244.237.218,00 0,00 0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 20
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S S

KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) PENDE T
REKENING SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7

1.02. 1.02.01 . 35.08 . 5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.02. 1.02.01 . 35.08 . 5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 5.313.000,00 5.313.000,00 0,00 0,00
1.02. 1.02.01 . 35.08 . 5.2.2.10.07 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 1.992.400,00 1.992.400,00 0,00 0,00
1.02. 1.02.01. 35.08.5.2.2.11 Belanja Makanan dan  Minuman 28.150.000,00 28.150.000,00 0,00 0,00
1.02. 1.02.01 . 35.08 . 5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 28.150.000,00 28.150.000,00 0,00 0,00
1.02. 1.02.01. 35.08.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 81.500.000,00 81.500.000,00 0,00 0,00
1.02. 1.02.01. 35.08..5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 81.500.000,00 81.500.000,00 0,00 0,00
1.02. 1.02.01 . 35.08. 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 54.450.000,00 54.450.000,00 0,00 0,00
1.02. 1.02.01 . 35.08 . 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01 . 35.08 . 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (61.788.195.087,00) (61.788.195.087,00) 0,00 0,00

WALI KOTA TEBING TINGGI,
ttd.
UMAR ZUNAIDI HASIBUAN
AN
N
Salinan Sesuai DengarAslinya
/ KEPALA BAGIAN H UM,
£ ~44 / g - . { \ \
SARAGIH

PENJABARAN PERGESERAN APBD - 1.02.01 DINAS KESEHATAN Halaman 34
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ERKU G
KOSIENG URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (B RANG) PENJE N
RERE SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
1.03.1.03.01.34.04. 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.03.1.03.01.34.04. 5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Kenderaan Bermotor

1.03.1.03.01.34.04. 5.2.2.05.05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (110.236.363.872,00) (110.236.363.872,00) 0,00 0,00

WALI KOTA TEBING TINGGI,
ttd.
UMAR ZUNAIDI HASIBUAN
T
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN KUM,
AGIH

PENJABARAN PERGESERAN APBD - 1.03.01 DINAS PEKERJIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Halaman 9
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JUMLA TAMBAH / (B
RE:gg'[‘)fNG URAIAN MLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) PENJE N
SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
WALI KOTA TEBING TINGGI,
ttd.
UMAR ZUNAIDI HASIBUAN
inan-Sesuai Der;gan Aslinya
ALA BAGIAN
PENJABARAN PERGESERAN APBD - 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN KEBERSIHAN Halaman 13
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"Salinan Se(sum\ﬁﬂngan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
7 ¥ N\ " \

KO:ENG URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) PEAOR ASAN
REKE SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
SURPLUS / (DEFISIT) (7.439.318.500,00) (7.439.318.500,00) 0,00 0,00
WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

PENJABARAN PERGESERAN APBD - 2.02.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Halaman 19
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JUMLAH (Rp)

BERTAMBAH / (BERKURANG)

KODE URAIAN PENJELASAN
REKENING . SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
301 . 2.03.01 . 24.04.5.2.2.23.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 1.080.000.000,00 1.080.000.000,00 0,00 0,00
Masyarakat
301 . 2.03.01.25 Prégram Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan 1.685.000.000,00 1.685.000.000,00 0,00 0,00
Prasarana Produksi Perikanan Budidaya
3:01 . 2.0301.25.01 Pengendalian Penyakit Ikan 35.000.000,00 35.00(.000,00 0,00 0,00| Lokasi Kegiatan : Dinas Ketahdnan
Pangan dan Pertanian
3:01 .2.03.01.25.01.522 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
3:01 .2.0301 .25.01.5.2.202 Belanja Bahan/Material 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
3i01.2.03.01 . 25.01 . 5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
301 .20301 . 25.02 Pengadaan Pakan Ikan dan pakan benih ikan di BBI 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00| Lokasi Kegiatan : Dinas Ketahanan
(Pelet dan Cacing) Pangan dan Pertanian
3:01.2.03.01 .25.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
3:01.2.03.01.25.02.5.2.2.02 Belanja Bahan/Matevrial 150.000.000,00 150.00(1.000,00 0,00 0,00
3:01.2.03,01 . 25.02. 5.2.2.02.07 Belanja Bahan Boga Makanan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
3:01.20301.25.03 Pembangunan mess/rumah tamu di BBI 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00| Lokasi Kegiatan : Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
3.01.20301.25.03.5.23 Belanja Modal 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
3:01.2.03.01.25.03.5.2.3.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
e P R e e I R
3:01.2.03.01.25.03.5.2.3.28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Meubelar ]
3.01.2.0301.25.03.5.2.3.50 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal e e [ IR
301.20301.25.03.5.2.3.50.04 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00
Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat
Peristirahatan
SURPLUS / (DEFISIT) (22.869.837.300,00) (22.869.837.300,00) 0,00 0,00

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

PENJABARAN PERGESERAN APBD -

2.03.01 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Halaman 22
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JUMLAH (Rp)

BERTAMBAH / (BERKURANG)

KODE URAIAN PENJELASAN
Sl SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
2.13.21301.20.25.523 Belanja Modal 72.500.000,00 72.500.000,00 0,00 0,00
2.13.2.1301.20.25.5.2.3.27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00
Kantor O e e —— et e e et e ]
2.13.2.13.01.20.25.5.2.3.27.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00
Kantor Laionpya | ]
2.13.2.1301.20.25.5.2.3.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
RumahTangga [T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
2.13.2.13.01.20.25.5.2.3.28.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
213.21301.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 4.650.000.000,00 4.650.000.000,00 0,00 0,00
2.13.213.01.21.15 Peningkatan sarana dan prasarana kolam renang 4.650.000.000,00 4.650.000.000,00 0,00 0,00| Lokasi Kegiatan : Tebing Tinggi
213.21301.21.15.5.2.3 Belanja Modal 4.650.000.000,00 4.650.000.000,00 0,00 0,00
2.13.213.01.21.15.5.2.3.49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 4.650.000.000,00 4.650.000.000,00 0,00 0,00
Bangunan Gedung TempatKerja [~ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
2.13.213.01.21.15.5.2.3.49.27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 4.650.000.000,00 4.650.000.000,00 0,00 0,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
SURPLUS / (DEFISIT) (9.025.478.200,00) (10.368.708.200,00) (1.343.230.000,00) 14,88

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

PENJABARAN PERGESERAN APBD -

2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Halaman 13
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RElIE(E)IEIENG URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) PENJE
SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
WALI KOTA TEBING TINGGI,
ttd.
UMAR ZUNAIDI HASIBUAN
Halaman 47

PENJABARAN PERGESERAN APBD - 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH




195

RE:?E)II!)]ENG URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) PENJELASAN
SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
WALI KOTA TEBING TINGGI,
UMAR ZUNAIDI HASIBUAN
Sesula;ben an Aslinya
EPALA BAGIAN HUKUM,
37 Y
PENJABARAN PERGESERAN APBD - 4.02.01 INSPEKTORAT

Halaman 10
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KODE U N JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) PENJELASAN
REKENING SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
4,03 . 4.03.01 . 24.08 .5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 193.500.000,00 193.500.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (5.685.376.950,00) (5.685.376.950,00) 0,00 0,00
WALI KOTA TEBING TINGGI,
ttd.
UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

PENJABARAN PERGESERAN APBD - 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman 14
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: B.
KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) P
REKENING SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7
4.04 . 4.04.05.00.00. 6.2.2.02 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 4.816.865.557,00 4.816.865.557,00 0,00 _0,9)_
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.2.02.01 Penyertaan Modal pada Bank PT. Bank Sumut 4.816.865.557,00 4.816.865.557,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05.00.00.6.2.3 Pembayaran Pokok Utang 3.416.666.668,00 3.416.666.668,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05.00.00. 6.2.3.03 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada 3.416.666.668,00 3.416.666.668,00 0,00 0,00
Lembaga KeuanganBank 0@ [TT T T T e
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.3.03.01 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada 3.416.666.668,00 3.416.666.668,00 0,00 0,00

PT. Bank Sumut
PEMBIAYAAN NETTO 86.244.237.218,00 86.244.237.218,00 0,00 0,00
WALI KOTA TEBING TINGGI,

Salinan Sesu%ﬂ\ gan Aslinya

| SETUA
)Ms’n'"l MASITAH-§ARAGIH
& s
SING

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

PENJABARAN PERGESERAN APBD - 4.04.05 BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Halaman 20




